| PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 23 TAHUN 2009

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- sebagaimana felah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
kepada DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk
memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) vyang diajukan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang dijabarkan ke

: dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon

Anggaran (PPA) yang telah disepakati bersama antara pemerintah
* Daerah dengan DPRD pada tanggal 23 Nopember 2009;

) c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
- Jombang Tahun Anggaran 2010;

Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 ((Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985

* Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);
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4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 fentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana teiah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan lLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

12.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13.Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049},

14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga
kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
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15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4574);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

18.Peraturan Pemerintan Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

24 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

25 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
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27.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politk (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972);

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

29.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.07/2008 tentang
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi
atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor; 84/PMK.07/2008 tentang
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi
atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;

30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara pengembalian
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2010;

32.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 45 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2004 Nomor 45/E,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 103)
sebagaimana felah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2007 Nomor 5/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2007 Nomor 5/E);

33.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2005 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran
Daérah Kabupaten Jombang Nomor 104);

34, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006
tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);

35.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2005 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);

36.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2006
tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 9/D, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9/D);
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: 37.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006
' 3‘ tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
' Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A);

38.Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D);

. 39. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7/E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:
. Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2010.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
sebagai berikut:
; 1. Pendapatan Daerah Rp. 901.104.054.689,00
xi 2. Belanja Daerah Rp. 951.698.748.565.00
= Defisit (Rp. 50.594.693.876,00)
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Rp. 54.094.693.876,00
b. Pengeluaran Rp. 3.500.000.000.,00

Pembiayaan netto Rp. 50.594.693.876,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari.
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 100.570.639.801,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 719.126.235.888,00

¢. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah  sejumlah
Rp. 81.407.179.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (N
huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah Rp 16.230.386.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 74.017.513.501,00

¢. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumiah
Rp. 5§55.009.700,00
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d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumiah
Rp 9.767.730.600,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah Rp.
61.903.835.888,00

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. §06.942.500.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 50.279.900.000,00
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
a. Hibah dari Pemerintah 4.000.000.000,00

b. Bagi Hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah
lainnya sejumlah Rp. 37.775.500.000,00

¢. Dana Penyesuaian sejumiah Rp. 16.368.225.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi danfatau Pemerintah Daerah
Lainnya sejumlah Rp. 4.039.200.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat
Rp 19.224.254.000,00
Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 701.134.143.162,00
b. Belanja Langsung sejumiah Rp. 250.564.605.403,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 547.849.141.406,00
b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 50.602.540.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 54.664.921.756,00
d. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 47.017.540.000,00
e. Belanja Tidak Terduga sejumiah Rp. 1.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 26.686.720.976,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 164.175.956.712,00
¢. Belanja Modal sejumlah Rp §9.701.927.715,00
Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari:
a. Penerimaan sejumiah Rp 54.094.693.876,00
b. Pengeluaran sejumlah Rp 3.500.000.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pembiayaan:
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
Rp. 53.444.693.876,00
b. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 650.000.000,00




(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
| & dari jenis pembiayaan :
' a. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah sejumiah
Rp. 3.000.000.000,00

b. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 500.000.000,00
Pasal §

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran| . Ringkasan APBD;
| 2. Lampiranli : Ringkasan APBD menurut Urusan
[ Pemerintahan Daerah dan Organisasi
[ SKPD;
3. Lampiranlll : Rincian APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,
1 Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran |V : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah,Organisasi SKPD,
_ Program dan Kegiatan; _
5. LampiranV . Rekapitulasi Belanja Daerah  untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
: Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara,
& 6. LampiranVl : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan
* Per Jabatan;
= 7. Lampiran VIl : Daftar Piutang Daerah;
8. LampiranVIll : Daftar Penyertaan Modal (investasi)
daerah;
9. LampiranIX : Daftar Perkirman Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. LampiranX : Daftar perkiraan penambahan dan
pengurangan aset lainnya;
\ 11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
—+ sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan  kembali  dalam  tahun
anggaran ini; :
12. Lampiran XIl : Daftar dana cadangan daerah; dan
13. LampiranXlll : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi
Daerah.
Pasal 6

Ketentuan {entang Penjabarah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai landasan operasional
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.




& Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang
mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2010.

z Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah.,

Ditetapkan di Jombang

f}ﬁp?&i%g?ggal 31 Desember 2009
Sy

FAF\OMBANG,

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 31 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
SATEN JOMBANG,

NIP: 19530412 197903 1 015
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